
Menimbang

Mengingat : 1'

:a

SAIJINAN

PERATT]RA}I DAERAH KABt]PATEN KEDIRI

NOMOR 13 TA}IUN 2OO1

TENTAN6

PAJAK PESAWAT TELEVISi

DENGAN RAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendaparaa

Daerah yanl:.tenting guna membrayar penyelcnggaraan ocmorfuitabtr

dan pembimguaan Daerah disegala bi'iang ;

hnhwe, ,mfirt medngkatkatr penerioaalr Pendapatal Asli Daerah

(PAD) iari sektsr pajak perlu metrgalur keteffuar' ie dlang pemungutatr

pajak pesawd reler{si ,

bahwa berdasarkan pertimbaog,an sebagaimaaa dimatsud pada huruf a

dan b perlu membcntuk Pcraturaa Daerah lenrang Pajak Pcsawal

Televisi.

Undang-undang Nomor 12 Tahrm 1950 terang Pernbentukan Daerah'

daerah Kal:upaler, dalam Liagktrngan Propinsi Jawa Timur (Lernbarao

Negara Republ:k Indonesia Taihun 1950 Nomor 19' Iambaban

' ;rrbararr Negara Republik Indonesia Ncmor 9) ;

Undang-wrdang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Ponyclcsaiao

Sengketa Pajak (Irmbatan Negara Republik Indonesia Tahuo 1997

Nomo; 10, Tambaban lrmbaran }.Iegara Republik Indonesia Nomor

368s);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang:undang Nomu

34 Tahua 2000 teniang Perubahaa atas Undang-undang nepbtk

Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tenang Pajak [as1a[ den Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

24fi, Tambalr:an kmbaran Negara Republik Indoaesia Nomor 4o4E);

c.
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4. Undang'undaog Nomor 19 Tahun 7997 lefiang Peragihan Pa.iak

d;ngaa Surat Paksa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

l9?7 Nomor 42, Tambaban kmbaran Negara Repdblik Indonesia

Nonor 3686);

5. Unrl'mg'undang Nomot 22 Ta}nm 1999 tenlang Pemeridtahan Daerah

(Lemb;ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60'

Tambaier Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undaag-undang Nomor 25 Tahun 1999 teotang Perimbangaa

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Inmbaran Negara

Republik lncionesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan kmbaran

Negara trtepublik Indonesia Nomor 3E48)l

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tenlaog Pajak Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);

8. Peraturaa Pemerifiah Nomor 25 Tahrm 2000 tentang Kewernngan

Pemerinuh dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Keputusafl Presiden Nomor 44 Tahr:n 1999 tentalg Teknik

Pen)'usunan Peraturan Perundang-undangan dan Bennrk Raacangan

Undaag-uadang, Ranoangan Petaturan Pemerintah dan Raacaagaa

Keputusan Presiden ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tanlang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tabun 1997 tentang

Cara Peme:-ik-saan di Bidang Pajak Daerah ;

12. Peraturan I)aelah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentaag

Ponyidik Pegat'ai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri.

Deagan Persetuj uan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN IGDIRI



MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PE}LATURANDAERAH KABUPATENKEDIRI TENTANGPAJAK

PE:IAWAT TELEVISI.

BAB I
I(ETENTUANUMT]M

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Da€rah, adalah Kabupaten Kediri ;

b. Pemerinrah Daerah" adalah Kepala Daerah beserta peraagkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Ba,l"" Eksekutif Daerah;

c. Kepala Daerah, ad.alah Bupati Kediri ;

d. Pejaba! adalah Pegarrai yang diberi tugas tortartu dibidang p€rpajakao

daerah sesuai deagan Peraturan Peruodang.undanqao yaflg b€rlaku I

e. Badaq adalah suatu b€trtuk badan usaha yary m€lipuli Perseroan

Terbatas, Perseroao Komanditer, Perscroaa lainay4 Badan Usaha Mlik
Negara atau Daerah dengan nama dan beotuk apapun, persekunuq

firma, kongsi, Koperasi Yayasao atau org;aaisasi yang sejenis,

lemtagq dana pensiua, bertuk usaha tetap serta benhrk badaa usaha

lainnya;

f Pdak Pesawal Televisi yang selanjutnya dis€but Paja& adda[

pungutan daerah atas pemilikan pesawat televisi ;

g. Pesawat Telelisi, adalah semua alat yang dapat digunakan mtuk

menerima siaran dalam beatuk gambar ;

h. Surat Pemberirahuan Pajak Daerah yang solaajutnya disit4&al SPTPD,

adalah Surat 1'ang digunakan oleh Wajib Pqiak mtuk mclaporlan

perhitungaa dan pembayaran pajak yang terutaag metrwut Peraturatr

Permdang-uadangan perpajakan Daerah ;

i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutaya disingkat SSPD, adalah

Surar yang digmakan oleh Wajib Pajak rmtuk melakukan pembayaran.

atau penyetora[ pajak yang terutmg ke Kas Daerah alail ketefript laia

yaag ditetapkaa oleh Kepala Daerah ;
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Surat Ketetapao Pajak Daerah yary selarjutnya disingkat SKPD,

adalatr Surat trGputusan yang moaentukan besamya jrimlah pajak ya4

terutang ;

Sural Ketetapaa Pajak Daerah Kurang Bayar yaog selanjutnya

disingtat SIQDKB, adalah Surat Keputusan yarig menentukan

besamya jumlah pajak yary terutaflg, jumlah kedit pajalt jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajalq besamya saolsi admirdshasi,

dan j"mlah yaag masih harus dibayar ;

Surat Ketetapzrn Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yaug

selanjutnya digingkat SIGDKBT, adalah Srrrat Keputusan yang

menentrkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditotapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SI(PDLB, adalah Surat Kepunsaa y'aag menentukan jitmlah kelebihan

pajak karem jumlah krcdit paja& lebih besar dari pajak

yatrg terutang alau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihd yang selanjutnya disingkal

SKPDN, adalah Surar Keputusan yang menentukaa jumlah pajak 1-alg

terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajalq atau pajak tidak

tonrtang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selaqiumya disingkat STPD, adalah

Surat rmtuk melakutan taoihan pajak atau saoksi admilistrasi berupa

bunga dan atau dgnda ;

Pemeriksaa4 adatah serangkaian kegiatan unnrk melcari,

mengrrmpulkaa dan meogolah data dan atau keterangafl lainnya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan ketajiban perpajakan daerah dan unmk

tujuan lain dalam rangka melaksaoakan kercntuan Perat'ilan

Perundang- 'tdengar perpajakair daerah ;

Pcnyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dailahb adalah

serangkaian tindakafl yang dilahrkan. oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipit yang selanjuhya disebtrt Penyidik, untuk mencari serta

mengrrmpulkaa bukti, yang dengan bukti itu membuat teralg tindak

pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukao

tersaogkanya.
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BAB Ii
PENDATTARAN TELE\TISI

Pasal 2

(1) Setiap pemilik pesawat televisi di Kabupaten Kediri akan did.eftar oleh

perugas yaag ditunjuk ;

(2) Pendaftaran sebagaiama:ra dimalsud pada ayat (1) tanpa dibebani

bia-va apa.pun :

(3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kepada veng

bersangkutaa diberikatr kartu landa bukti pgmili[an pe5z*at televisi :

(4) Bentuk, ukuraa dan w'ama kartu taoda buki sebagaimana dimak"rd

pada ayat (3) serta tata caxa daa tempat pendaftaraa sebagaimana

dimaksud pada ayai ( l) akan diatur lebih lariu oleh Kepala Daerah.

BAB Itr
NAMAs OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

(1) Dengan nama Pajak Pesawat Televisi diprmgut pajak atas pemilikan

pesawat televisi;

(2) Obyek Pajak adalah pesawat televisi.

Pasal 4

Dik-ecmlikan dari obl'ek pajak adalal pesawat televisi yang :

a. disediak:n uotuk kepemingan runum ;

b. diperdagangkaa;

o. rJipergunakan oleh lembagaJembaga peadidikan daa atau kursus'

lanrsus -vang memakai pesawat relevisi sebagai alal praktek.

Pasal 5

Subyek pajak dan atau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki pesawat televisi .



BAB IV
DASAR PENGENAANDAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah berdasarkan ukuran lebar lavar dan

jenis pesawal televisi.

Pasal 7

Bosamya tarif pajak per tahun rmtuk jenis Ielevisi Berwaroa ditetapkan

scbagai beiikut :

- Ikran sampri dengan 17 hch sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu

rupiah);

- llkuran diaras 17 sampai Cengan 24 inch sebesar Rp. 9.000,-

(sembilaa ribu rupiah) ;

- Irkuran 25 inch keatas sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu

rupiah).

BAB V
WII.AYAH PEMUNGUIAN DAN CARA PERHITTINGAN PAJAK

Pasal I

(1) Pajak yang terutang dipungut di Daeral I

(2) Atas kegiatan id diberikao biaya operasional sebesar l0 % (sepuluh

persen) dari pemasukaa yang disetor ke Kas Daerah ;

(3) Penggunaan biaya sebaqaimaoa dimaksud pada ayar (2) direrapkafl cleh

Kepala Daerah ;

(4) Besamla pajak sefelah dikurangi biaya operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke Desa sebesar 40 o/o (mfi
puluh persen).

N^B VI

MASA Pz\JAK. SAAT P,{IAK TERUTANG DAN

SI'RAT PEMBEzuTAfILTOAN PAJA,K DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah _iaaglia wai4u 1,ang lamanya I (satu) tahua

takwim.



Pasal 10

(li Setiap Wajib Pajak wajib oengisi SpTpD :

(2) SPTPD sebagaimara dimaksud pda ayat (l) harus diisi dengar i.:!l,
benar dan lengkap serta ditandatangaoi oleh Wajib pa.jak ,r.rr,,u

Kuasaaya I

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaiirn

kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari serelah

beralJrirnya masa pajak ;

(4) Bentuk. isi rlan tau cara pengisiat SpTpD ditetapkar oleh Kepala

Daerah.

B AB VII

TATA CARA PERHITTINGAN DAN

PENETAPA}.I PAJAK

pa-sal 1 1

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimalsud dalam pasal 10 ay.::, : i ,.

Kepala Daerah menetapkan pajat teflltang dengan me.lerbitkan SKpD;

(2) Apabila SI(PD sebagaim2a3 iimaksyd pada a:/at (1) ridak arau kur.;,, ;
dibayar setelah lew'at waktu paling lama 30 (iga puluh) iiari se,;.t

SKPD diterimq dikenakan sanlsi administrasi berupa brurga seb+s; r

2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(1) Wajib Pajak yang memba,v'ar sendiri. SpTpD sebagaimaaa dimaksud

dalam pasal 10 alat (1) digunakan unhlk menghitung,

memperhitungkan dan menetapka:: pajak sendiri 1'ang terutang ;

(2) Dalam jangka \1,akru 5 (lima) tahrn sesudah saat terulargnya pajalq

Kepala Daorah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SIGDKBT;

c. SKPDN.

Pasal 12



(3) SXPDKB sebagaimana dimaksud

diterbitkao:
Wda ayu (2) hal;: a

a Apabila berdasarkan basil p€medksaan atau kctoratrgar tain pajak

veng terutang tidak atau kurang dibayar, ditenakan sanksi

administrasi benrpe bunga sebesar 2 % (dr:n persen) sebulan

dihitung dari pajak yang krnang atau terlambat dibayar unrrrk
jangka wakru paling lama 24 (dna, puluh empat) bulan dihitung
sejak saat lerutang pajak ;

b. Apabila SPTPD ridak sampai dalam ja"gka waktu yang di&nnrkan

dar telah diteg,r secara tertulis, dikenakaa santsi administrasi

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yaog kuraog atau terlambat dibayar untuk jangka wattu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulaa dihituag sqjak saat tErfiangnya
paja&;

c. Apabila kewajibao mcngisi SpTpD tidak dipenuhi, baja& yang

Ieflrtatrg dihitung secara jabatan, dan dikeaakan sanksi adminisrasi
berupa kenaikao sebesar 25 % (dua puluh lima persea) dari pokok
pajat ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 yo (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kwaag atau terlambat dibayar
untuk jangka wakhr paling lama 24 (dua puluh cmpat) buiaa
dihitung sejak saat terutangnya pajak

(4) SKPDKBT sebagaimana rlimaksud Wda ayat (2) huruf b direrbirkarl
apabila ditemukaa dala baru ala-u data yang semula belum teru4kap
yang menyebabkaa penambahan judan pajak yaag terutang, akan
dikenakan s2nksr admfuristrasi berupa keneitan sebesar 100 % (seratus

persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
(5) SICDN scbagaimarn dimaksud pzda ayat (2) huruf o diterhit&aa

aperbila j ,ml3t1 pajak yaog &rutang sama besamya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak ridak terutang dan tirrek ada kredir p4iak ;
(6) Apabila kewajiban membayar pajak tenrtang dalam StreDKB dan

SKPDKBT sebagaimana dimatsud pada a1,at (2) hgruf a dar b tidak
atau tidak sepenuhnla dibayar dalarn jaagka *.aktu yang t;Cah

diteatukan, ditagih dengan menerbitkaa STPD ditambah deagan sanksi
administrasi berupa bnng^ Z oh 

tdua perscn) sebulan ;



{7) Pinambahan jumlah pajak yaog terutang sebagaimaaa dim,ksud pada

ayar (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporlan se'ndiri

sebelum dilakukan tindatan pemeriksaaa.

B AB YIII

TATACARAPEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pecrbayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yalg

ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan daiam

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SI{PDKBT dAN STPD ;

(2) Apabila pembay'aran pajak dilakukaa di tompat lain yaag ditunluk"

hasil penerimaan pajak hanrs disetor ke Kas Daerah selambat-

lambatnya 7 X 24 jam atau dalam w'aktu yaag diteotukan oleh Kepala

Dacra} :

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dan a,vat (2)

dilakukan dongan menggunakan SSPD.

Pasal 14

(1) Pembryaran pajak harus dilakukan sekaligus arau luaas ;

(2) Kepala Daerah dapat momborikan pefietujuar kcpada Wajib Paiak

untuk mengangsur pajak terutaog dalam kurun waktu terteotu selela[

memenuhi persyaxatan yang ditetrtukafl ;

(3) Angsuran pembayarao pajak sebagaimam dimaksud pada ayat- (2)

harus dilakukan secara teratur datr berturut'turut dengan dikenakan

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang hei',tm

atau kurang bayar ;

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak

untuk menunda pembayaran pajak sampai batas rvaktu yang ditentukao

setelah memenuhi persyarataa yang diteritukan deugan dikenakaa

brmga 2 9/o (dua persen) sebula.r: dari jrunlah pajak yeng belum aau

kurangdibat'at:



(5) Persyaratan uniul dapal mengangsur dao menunda pembal'araa serta

iala caxa pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimaaa .limatsud

pada ayat (2) daa ayat (4,\ , ditetapkan oleh Kepaia Daerah.

Pasal 15

(1) setrap pembayaraa pajak sebagaimam dimaksud dalam pasal 14

dib€rikao landa bukti pembayaran dan dicalat dalam br-.ku

pcncrimaan;

(2) Benn& jenis, isi, ukuran taoda bukti pembayaraf, dan buku

penerinraan pajak sebagaimana dimaksud pada a,vat (1) ditetapkatr

oleh Kepala Daerah.

BAB D(

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) -surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain veng sejenis sebagai

awal tindakan pelaksaaaan perugrhatr pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari

sejak saat jatuh tempo pembaya.ran ;

(2) Datam jaagka wahu 7 (tuJuh) haxi setelah taoggal Surat Tegrrran atau

Surat Poringatan alau surat lain yaag sejenis, Wajib Pajak hanx

melunasi pajak yang lerutaog ;

(3) Sural Teguran, Surat Periogalan atal surar lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayar (l) dikoluarkan oleh Pejabat .

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yaag masih harus dibayar ridak dilunasi dalam

jangka u'aktu sebagaimana ditentukan dalam Surat TegDran alau Surat

Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yaag harus

dibayff ditagih dengan Surat Paksa :

(2) Pejabar menerbitkan Strat Paksa segera setelah ler+at 21 (dua pduh

saru) hari sejak ranggal Surat Teguraa atau Surat Peringatan atau sural

lain yang sejcnis
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Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak difua6i dalam jangka

wakts 2 X 24 ;am sesuda.h taaggal pcmberitahuan Swat PaksE pejabat

segera menerbitkan Surat Perintah melal<sanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukatr penyilaao dan Wajib pajak belum rWa

meiuaasi pajahyc setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak t;;-r;:gal

pelaksa.'aan Surat Perintah melaksanakaa penyitaa:r" pcjabat meiai<,-,iian

permif,taan peoetapan tanggal pelelangas kepada Kantor Lelang Negara

Pasal 20

Setelah Kantor Irlaag Negara

tempat p€lalsanaao lelang, jr.ru sira

socara tortulis kcpada Wajib Pajak.

menetapkan hari tanggal, jae dan

memberiuhukan dengan segera

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yaag ctripergunakaa untut

pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

KETENT'UANPIDANA

Pasal 22

(l) Wajib Pajak yang karena kealpaaoaya tidak menyampaikan S;'JlTD

atat mengisi dengan tidak benrr atau tidaft lengkap atau nelatilirii:<aa

keterangan y'ang tidak beoar sehingga merugikaa keu.angan Da'.'rah

dapat dipidan, dengan pida:ra kurungan paling lama 3 (tiga) baiar, 1an

arau denda paling barryak 2 (dua) kali jumlah pajek yang terutar'.g ;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikar SFTPD rtau

mengisi tidak dengan benar atau tidak lengkap melampirkan

keteraagan yang tidak benar sehingga merugikan keuangaa daerah

dapat dipi<iana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan daa

atau denda paling banyak 4 (empati kati jumlall pajak yaag lerutang.



2

BAB )O

PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terteatu di tingkuagan Pemerintah Daerrh

diberi wewenaog khusus sebapi Penyidik uatuk melakukan

penyidikan tifldak pidam dibidang perpaja<e+ daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidaaa yang berlaku ;

(2) Wcwpnang Penyidik sobagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a menerima- meacari, mengumpulkan dan meneliti ketEra[gaa atau

laporan berkenaan deogan trnda-k pidary {r"bidang perpajakas

daerah agar keterangaa atau laponn tersebut menjadi lengkap daa

jelas I

b. meoeliti, mencari dan mengrunpulkan kererangan meno-elai orang

pibadi atau badan tcntatrg kebenaran perbuaran yang dilakukan

sehubuogan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;

c. meminta keterangaa daa bahan bukti dari omng pribadi atalr baCan

sehubungan dengan lindak pidana dibiCang porpajakan daerah ;

d. memeriksa buku'bukq catatan'calatan dar dokrmtendokumer: l"in

yang berkeaaan dengaa tinda& pidaoa dibidang perpajakaa daer'& ;

e. melakukan peaggelodahan unhrk mendapatkan bahan 'h'tkti

pembukuaq p€ncalata[ dan dokumcndokrunen lain sorta

mela&ukan peoyitaao terhadap bahan bukti tersebut ;

f mernhta barfuan tenaga a i dalam rangka pelaksaaaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang perpajakaa daerah ;

g. menyrruh berhenti, meliuaag seseorang meninggalkan ruatrgao

atatl iompat pada saal pemeriksaaa sedang berlangsuag dan

memeriksa idendtas orang daniatau dokumcn yang dibawa

sebagaimana dimaksud Pada huruf e ;

h. memolret seseorarg yang berkaitan dengan tindak pidana

perpajakan daerah ;

i. mema:rggil orang utrxrk didengar keteralga:rnya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghedikan Penvidikan ;



k mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibid,ng perpajaken daerah menunf. hukum yang
bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) memberilahukan
dimulainya penyidikan daa menyampaikaa hasil peayirlikenya kepada
Petrudut IJm"m, sesuai dengan ketentuan yang diatru dalam Undang-
undaag Hukum Acara Pi.l,na yang berlaku

B AB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENL'TUP

Pasal 24
Ilal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepan;arg

meagenai pelaksanaannya akaa diatur lebih lanjur oleh Kepala Daerail

Pasal 25
Perafiran Daerah ini mulai berlaku pada'^oggal diuadangka:r
Agar setiap orang dapat meagetahuiny4 memerintai kan

pengundangan Pcraturan Daerah ini dcngan poacmpatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Ptuahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

BTIPATIKEDIRT
TTD

K. H. SUTRISNO

Dfundaqkandi Kediri
Pada tanggai 2 Jluni 2A01

SEKRETARIS DAERAI]
T'ID

Ir. H. IMAM S.ANTOSA

I.EMBARAN DAERAI] KABUPATEN KEDIRI
TAHLIN 2OO1 NOMOR 1IA SERI A

Disahn sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan

ATI KEDru

NiP. 5I0 053 349
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PENJELASAN
ATAS

PERATI]RAN DAERAH KABI'PATEN KEDIRI

NOMOR 13 TAI{LTN 2OO1

TENTANG

PATAK PESAWAT TELEVIS1

I. PENJELASANI-IMUM:

Bahwa dengan diletapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahrui 2000

teolaogPerubabanalasUndang-undangNomol18TahunlggTtedangPajakDaerah

dan Retribusi DaetalL maka dalam raagka medngkatkatr Fendapata[ Asli Daerah

(PAD) dari sekor pajat perlu mengatur ketentuan tentalrg pemungutao pajak pesawat

televisi di Kabupaten Kediri iraag ditetapkan dalam Peraturan Daerah'

tr. PENJELASANPASALDEMIPASAI :

Pasal 1 sampai dengan pasal 4 : Cukup -ielx'

Pasal 5 : Apabila sub-vek pajak dan atau wajib pajaknya

suatu badan maka 1'ang bertanggrmg ja*'ah atas

pembayaran pajak adalah pengunlq atau

kuasanYa.

Pasal 6 sampai dengan pasal 25: Cukup jelas'


